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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Matriks Pedoman Wawancara 

No Dimensi 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa Camat Kepala Desa 

    (U1) (U2) (U3) 

1 

Kebijakan 

(Kesesuaian 

antara apa yang 

ditawarkan oleh 

kebijakan 

dengan apa yang 

dibutuhkan oleh 

kelompok 

sasaran) 

Apa tujuan 

kebijakan bantuan 

keuangan 

infrastruktur desa? 

Apa tujuan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa pada desa 

yang ada di Kec 

Gn. Putri? 

Apa tujuan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa di Desa 

Karanggan? 

2   

Bagaimana 

standar 

pelaksanaan 

kebijakan bantuan 

keuangan 

infrastruktur desa? 

Apakah 

terdapat 

pengawasan 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

Apakah 

terdapat 

pengawasan 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

3   

Siapa saja yang 

dapat terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program bantuan 

keuangan di 

Desa? 

Siapa saja yang 

dapat terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa? 

Siapa saja yang 

terlibat dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa 

Karanggan? 

4   

Berapa jumlah 

anggaran yang 

diberikan untuk 

desa sebagai 

penerima bantuan 

keuangan?     
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5   

Bagaimana cara 

yang dilakukan 

agar program ini 

dapat benar-benar 

bermanfaat bagi 

desa?     

6 

Organisasi 

Pelaksana 

(Kesesuaian 

antara tugas 

yang 

diisyaratkan oleh 

program dengan 

kemampuan 

organisasi 

pelaksana) 

Apa wewenang 

Bapak/Ibu sebagai 

pelaksana dalam 

pelaksanaan 

program bantuan 

keuangan 

infrastruktur desa? 

Apa wewenang 

Bapak/Ibu 

sebagai 

pelaksana 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

Apa wewenang 

Bapak/Ibu 

sebagai 

pelaksana 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

7   

Siapa saja yang 

dapat terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program bantuan 

keuangan di 

Desa? 

Siapa saja yang 

dapat terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa? 

Siapa saja yang 

terlibat dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa 

Karanggan? 

8   

Apa syarat dalam 

memilih pelaksana 

kegiatan dan 

warga yang dapat 

terlibat dalam 

pelaksanaan 

program? 

Apa kriteria 

dalam 

menyetujui 

desa sebagai 

penerima 

bantuan 

keuangan? 

Apa kriteria 

pemilihan tim 

pelaksana 

kegiatan dalam 

pelaksanaan 

program ini? 

9   

Bagaimana batas 

waktu 

pengumpulan 

administrasi bagi 

desa yang ingin 

mendaftar sebagai 

penerima bantuan 

keuangan? 

Bagaimana 

Desa 

Karanggan 

dalam 

pengumpulan 

administrasi?   

10         
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11         

12 

Kelompok 

Sasaran 

(Kesesuaian 

antara kelompok 

sasaran dengan 

organisasi 

pelaksana untuk 

dapat 

memperoleh 

hasil kebijakan 

dengan apa yang 

dapat dilakukan 

oleh kelompok 

sasaran 

kebijakan) 

Apa saja kriteria 

desa yang dapat 

menerima bantuan 

keuangan ini? 

Apakah desa 

Karanggan 

sudah sesuai 

untuk diberikan 

program 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

Apakah desa 

Karanggan 

sudah sesuai 

untuk diberikan 

program 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

13   

Apa manfaat 

kebijakan bantuan 

keuangan 

infrastruktur desa? 

Apa manfaat 

adanya bantuan 

keuangan bagi 

desa? 

Apa manfaat 

adanya bantuan 

keuangan bagi 

desa 

Karanggan? 

14     

Bagaimana 

dampak/hasil 

yang telah 

dicapai dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

Bagaimana 

dampak/hasil 

yang telah 

dicapai dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

15   

Bagaimana 

sosialisasi terkait 

program bantuan 

keuangan ini 

kepada desa?   

Bagaimana 

sosialisasi 

terkait program 

bantuan 

keuangan ini 

kepada 

masyarakat 
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desa 

Karanggan? 

16         
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No Dimensi Sekretaris 

Desa 

Tim 

Pelaksana 

Kegiatan 

Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

Masyarakat 

(Yang ikut 

terlibat) 

Masyarakat 

(Yang 

terkena 

dampak) 

    (U4) (U5) (U6) (U7) (U8) 

1 Kebijakan 

(Kesesuaian 

antara apa 

yang 

ditawarkan 

oleh kebijakan 

dengan apa 

yang 

dibutuhkan 

oleh kelompok 

sasaran) 

  Apa tujuan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa di 

Desa 

Karanggan? 

      

2   Apakah 

terdapat 

pengawasan 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

Apakah 

terdapat 

pengawasan 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

Apakah LPM 

melakukan 

pengawasan 

dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

    

3   Siapa saja 

yang 

terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa 

Karanggan? 

Siapa saja 

yang 

terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa 

Karanggan? 
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4   Berapa 

jumlah 

anggaran 

yang 

diperoleh 

dari bantuan 

keuangan? 

Dan berapa 

anggaran 

yang 

dipakai 

untuk 

melakukan 

pembangun

an? 

Bagaimana 

perencanaan 

anggaran 

untuk 

mendapatka

n bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

      

5   Bagaimana 

pengambila

n keputusan 

dalam 

memilih 

prioritas 

pembangun

an di Desa 

Karanggan? 

Bagaimana 

pengambila

n keputusan 

dalam 

memilih 

prioritas 

pembangun

an di Desa 

Karanggan? 

      

6 Organisasi 

Pelaksana 

(Kesesuaian 

antara tugas 

yang 

diisyaratkan 

oleh program 

dengan 

kemampuan 

organisasi 

pelaksana) 

Apa 

wewenang 

Bapak/Ibu 

sebagai 

pelaksana 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

Apa 

wewenang 

Bapak/Ibu 

sebagai 

pelaksana 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

      

7   Siapa saja 

yang 

terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa 

Karanggan? 

Siapa saja 

yang 

terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan di 

Desa 

Karanggan? 
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8     Apa kriteria 

pemilihan 

warga yang 

dapat 

terlibat 

dalam 

pelaksanaan 

program 

ini? 

      

9   Bagaimana 

pengelolaan 

administrasi 

untuk 

mendaftar 

sebagai 

penerima 

bantuan 

keuangan? 

Bagaimana 

pengelolaan 

administrasi 

untuk 

mendaftar 

sebagai 

penerima 

bantuan 

keuangan? 

Bagaimana Desa 

Karanggan 

dalam 

melaksanakan 

kebijakan 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

Desa? 

    

10   Apa saja 

kendala/ha

mbatan 

dalam 

pelaksanaan 

program 

ini? 

Apa saja 

kendala/ha

mbatan 

dalam 

pelaksanaan 

program 

ini? 

      

11   Apa upaya 

yang 

dilakukan 

dalam 

mengatasi 

kendala/ha

mbatan 

tersebut? 

Apa upaya 

yang 

dilakukan 

dalam 

mengatasi 

kendala/ha

mbatan 

tersebut? 

      

    Bagaimana 

koordinasi 

antara LSM 

dengan 

pemerintah 

desa? 
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12 Kelompok 

Sasaran 

(Kesesuaian 

antara 

kelompok 

sasaran dengan 

organisasi 

pelaksana 

untuk dapat 

memperoleh 

hasil kebijakan 

dengan apa 

yang dapat 

dilakukan oleh 

kelompok 

sasaran 

kebijakan) 

  Apakah 

desa 

Karanggan 

sudah 

sesuai untuk 

diberikan 

program 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

    Apakah desa 

Karanggan 

sudah sesuai 

untuk 

diberikan 

program 

bantuan 

keuangan 

tersebut? 

13     Apa 

manfaat 

adanya 

bantuan 

keuangan 

bagi desa 

Karanggan? 

  Apa manfaat 

adanya 

bantuan 

keuangan 

bagi anda? 

Apa manfaat 

adanya 

bantuan 

keuangan 

yang 

dialokasikan 

untuk 

pembanguna

n drainase 

dan jalan 

desa bagi 

anda? 

14     Bagaimana 

dampak/has

il yang telah 

dicapai 

dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

    Bagaimana 

dampak/hasil 

yang telah 

dicapai dalam 

pelaksanaan 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 
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15         Bagaimana 

Bapak/Ibu 

mengetahui 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

Bagaimana 

Bapak/Ibu 

mengetahui 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

16         Apa harapan 

anda selaku 

masyarakat 

dengan 

adanya 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 

Apa harapan 

anda selaku 

masyarakat 

dengan 

adanya 

program 

bantuan 

keuangan 

infrastruktur 

desa? 
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Lampiran 2 Pedoman Observasi 

Aspek yang diamati Deskripsi 

Kesesuaian antara apa yang ditawarkan 

oleh kebijakan dengan apa yang 

dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

- Meninjau latar belakang dan proses 

pelaksanaan kebijakan bantuan 

keuangan infrastruktur desa 

Kesesuaian antara tugas yang 

disyaratkan oleh program dengan 

kemampuan organisasi pelaksana 

- Melihat peran yang dilakukan 

organisasi pelaksana dan implementor 

dalam melaksanakan program bantuan 

keuangan infrastruktur desa  

Kesesuaian antara kelompok sasaran 

dengan organisasi pelaksana untuk 

dapat memperoleh hasil kebijakan 

dengan apa yang dapat dilakukan oleh 

kelompok sasaran kebijakan 

- Melihat secara langsung kondisi 

infrastruktur di Desa Karanggan  

Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan Kebijakan 

Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa 

Dalam Menunjang Pembangunan di 

Desa Karanggan, Kecamatan Gunung 

Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021 

- Meninjau faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan infrastruktur desa 

- Meninjau upaya pemerintah desa 

dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

program 
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Lampiran 3 Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara 1 

Informan Kunci 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Identitas Informan  

Nama  : Harif Wahyudi  

Jabatan : Kasi Sapras 

Usia  : 47 Tahun 

Hari/Tanggal : Senin/19 Desember 2022 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa wewenang Bapak/Ibu 

sebagai pelaksana dalam 

pelaksanaan program bantuan 

keuangan infrastruktur desa? 

Sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi bantuan 

keuangan infrastruktur desa dari kabupaten ke desa. 

Mulai dari perencanaan, pelaporan, monitoring dan 

evaluasi kami terlibat disitu. 

2 Apa tujuan kebijakan bantuan 

keuangan infrastruktur desa? 

Tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa 

ini salah satunya adalah pemerataan pembangunan di 

desa. Karena banyaknya desa-desa yang 

infrastrukturnya yang belum kebangun, makanya 

kami pemerintah daerah dalam hal ini membuat 

program bantuan keuangan ini untuk pemerataan 

pembangunan. Selain itu, desa-desa yang jauh sangat 

jomplang atau berbeda dengan desa yang ada di dekat 

pusat pemerintahan, itu juga menjadi salah satu alasan 

dibuatnya program ini. 

3 Bagaimana standar teknis 

pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Awalnya desa membuat usulan yang diinput di sistem, 

yang kemudian di verifikasi oleh tim verifikasi 

kecamatan, baru dari sini terbilah berita acara 

verifikasi itu lalu terbitlah SK Bupati. 

4 Apa saja kriteria desa yang 

dapat menerima bantuan 

keuangan ini? 

Tidak ada kriteria, semua desa yang ada di Kabupaten 

Bogor bisa mengajukan sepanjang prosedur yang telah 

ditentukan di peraturan Bupati. Misalnya banyak jalan 

desa yang belum terbangun atau infrastruktur lainnya 

bisa mengajukan, tidak ada kriteria harus desa mandiri 

atau desa ap aitu tidak ada. 
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5 Siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program bantuan 

keuangan di Desa? 

Kita melibatkan beberapa SKPD, kecamatan pasti 

terlibat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 

memang jadi inspektornya desa. Beberapa SKPD yang 

terlibat dalam pelaksanaan adalah teknis Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan (DPKPP) dalam pembangunan, kemudian 

pemerintahannya ada di inspektorat, dan pencairannya 

ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah 

(BPKAD). 

6 Berapa jumlah anggaran yang 

diberikan untuk desa sebagai 

penerima bantuan keuangan? 

Pada tahun 2021, kami mengeluarkan anggaran 

sebesar 372 miliar rupiah. Kalau untuk desa nya 

sendiri, itu tergantung kebutuhan yang ada di desa 

tersebut. Karena untuk bantuan keuangan ini tidak 

semua desa mendapatkan 1 miliar, tergantung 

kebutuhan desa tersebut. Karena program ini minimal 

200 juta maksimal 1 miliar, jadi tergantung kebutuhan 

desa, misalnya desa ingin betonisas jalan sepanjang 

500meter kan tidak mungkin sampai dengan 1 miliar, 

jadi sesuai kebutuhan yang ada di desa nya berapa.  

7 Bagaimana strategi yang 

dilakukan agar program ini 

berjalan dengan baik? 

Untuk strategi kita banyak melakukan koordinasi 

dengan pihak-pihak terkait, lalu kita melakukan 

pembinaan terutama kepada desa yang dalam hal 

lapangan ada di desa, salah satunya pembinaan kepada 

tim pelaksana kegiatan yang ada di desa.  

8 Bagaimana swakelola 

dilakukan dalam pelaksanaan 

program ini? 

Karena ini adalah bantuan keuangan khusus, jadi 

pengerjaannya di desa dilakukan swakelola. 

Swakelola yaitu pengerjaannya dilakukan oleh desa 

jadi keterlibatan masyarakat terutama yang terdampak 

pandemic itu dilibatkan. Jadi semuanya pengadaan 

dari desa dan pengerjaan dari desa, jadi dilakukan 

gotong royong seperti itu. 

9 Apa syarat/kriteria dalam 

memilih warga yang dapat 

ikut terlibat dalam 

pelaksanaan program? 

Karena salah satu tujuan program ini juga untuk 

pemulihan ekonomi masyarakat, jadi diutamakan 

masyarakat yang memang tidak punya penghasilan 

sehingga dapat bekerja. Apalagi waktu program ini 

berjalan kan pada saat pandemi, jadi banyak 

masyarakat yang terdampak pandemic, maka 

diutamakan masyarakat yang terdampak pandemic. 
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10 Bagaimana batas waktu 

pengumpulan administrasi 

bagi desa yang ingin 

mendaftar sebagai penerima 

bantuan keuangan? 

Untuk waktunya, awal program ini dimulai dari 

musyawarah desa yang diadakan di desa lalu dibawa 

ke musrenbang kecamatan, baru di usulkan dan 

kemudian di verifikasi oleh tim kecamatan lalu 

diusulkan ke DPMD proposalnya. Jadi musayawah 

desa itukan 2 tahun sebelum pelaksanaan program, 

jadi pelaksanaan tahun 2021 itu adalah usulan desa 

dari musyawarah desa tahun 2019. Jika desa tidak 

mengajukan usulan berarti desa tersebut tidak 

mendapatkan bantuan keuangan ini. Dan untuk desa 

yang terlambat dalam pencairan anggaran, itu 

disebabkan adanya telat dalam pengumpulan 

administrasi dari desa yang tidak memenuhi syarat-

syarat dalam melakukan pencairan, karena dilakukan 

2 tahap. Jadi pada tahap 1 desa mengajukan usulan, 

dan kemudian pada tahap 2 desa mengajukan kembali 

usulan. 

11 Bagaimana monitoring dan 

evaluasi dalam pelaksanaan 

kebijakan bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Kita tiap tahun melakukan monitoring evaluasi, 

dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, lalu ada 

pihak kejaksaan dan kepolisian yang ikut terlibat 

dalam hal monitoring, baik dalam setelah pelaksanaan 

tahap pertama maupun setelah selesai 

pelaksanaannya. Desa juga terlibat dalam monitoring 

dan evaluasi. 

12 Apa manfaat kebijakan 

bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Kalo dibilang manfaatnya itu banyak sekali ya, jadi 

bukan dari kita saja yang berbicara tapia da 

masyarakat desa yang berbicara. Misalnya ada di 

daerah Citeureup itu ada namanya jalan mustahil, 

karna dari dulu dari beberapa pergantian kepala desa 

tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibangun karna 

anggarannya cukup besar kemudia bisa terbangun 

karena adanya bantuan keuangan ini. Lalu mengurangi 

biaya operasional bagi petani, misalnya nih di daerah 

Cariu, itu biasanya hasil panen dipikul, tapi dengan 

adanya dibuat jalan dari bantuan keuangan ini mobil 

bisa masuk ke area persawahan, lalu juga ada di 

Cileungsi dapat dibangunnya jalan desa yang diberi 

nama jalan merdeka. 
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13 Bagaimana sosialisasi terkait 

program bantuan keuangan ini 

kepada desa? 

Kita melakukan sosialisasi baik melalui rapat-rapat, 

bimtek, website dan melakukan pertemuan melalui 

zoom meeting dengan melibatkan kepala desa, 

kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, dan unsur-

unsur pelaksana dalam hal ini TPK nya. Selain itu, 

melibatkan SKPD inspektorat dalam segi pembinaan 

hukumnya, lalu dari PUPR dari segi teknis 

dilapangannya. Dan kita juga melakukan pembinaan-

pembinaan dalam teknis untuk kepala desa, terutama 

melakukan bimtek untuk TPK yang memiliki peran 

penting dalam hal pelaksanaan program ini, karena 

TPK itu mulai dari perencanaan hingga pelaporan itu 

telibat. Kita dalam hal ini sudah melakukan secara 

maksimal, dan hal ini pun dilakukan oleh Bupati 

sendiri pada tahun 2021 awal di Desa Cipenjo, yang 

mana Bupati melakukan launching pelaksanaan 

program ini. 

14 Bagaimana pemilihan Tim 

Pelaksanaan Kegiatan dalam 

pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Untuk TPK di desa hanya satu orang saja yang 

ditunjuk langsung oleh kepala desa. 
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Hasil Wawancara 2 

Informan Utama 

Kecamatan Gunung Putri 

Identitas Informan  

Nama  : Aby Condro Angkoso 

Jabatan : Pelaksana Ekbang dan Tim Verifikasi 

Usia  : 28 Tahun 

Hari/Tanggal : Rabu/21 Desember 2022 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai 

pelaksana dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Kalau wewenang kecamatan, kecamatan itu tidak 

punya wewenang untuk pelaksanaan. Kecamatan 

hanya sebagai tim verifikasi, dan verifikasi kecamatan 

itu dibentuk dari tim kecamatan, terus tim pendamping 

desa, sama tim dari tenaga ahli UPT terkait dengan 

jalan jembatan dan itu adanya di Jonggol wilayah 10. 

Udah itu saja, jadi kita cuma sebagai tim verifikasi 

lapangan saja, verifikasi administrasi di program 

bantuan keuangan infrastruktur desa 

2.  Apa tujuan kebijakan bantuan 

keuangan infrastruktur desa pada 

desa yang ada di Kec Gn.Putri? 

Saya rasa bantuan keuangan infrastruktur desa ini 

tujuannya untuk mempercepat pulihnya ekonomi itu 

yang pertaman, kedua pemeratan pembangunan, 

karena di Kabupaten Bogor ini dengan anggaran dana 

desa dan anggaran BHPRD (Bagian dari Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah) nya untuk pemerataan 

pembangunannya sedikit kurang, makanya Bupati 

mengambil kebijakan diadakannya bantuan keuangan 

infrastruktur des aini khusus untuk infrastruktur saja.  

3.  Apakah terdapat pengawasan 

dalam pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan tersebut? 

Pasti. Kita pengawasan dari administrasi, dari fisik, 

dari pelaporan semua kita awasi sampai akhir 

pelaksanaan. Dari tim verval (verifikasi dan validasi), 

jadi kita verifikasi di lapangan, verifikasi administrasi 

dengan anggaran berapa yang digunakan berapa kita 

awasi terus. Jadi tugas kita adalah pengawasan, 

monitoring, dengan apa ya namanya hhmm membantu 
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administrasi lah bahasanya gitu. Jadi memang tahap-

tahapannya itu administrasi dari desa itu pasti ke 

kecamatan dulu. Setelah pelaksanaan, kita verval 

lapangan, jadi yang dibelanjakan desa itu berapa bener 

ga hasilnya segitu, dalam hal administrasi dan 

penggunaan dana semua kita awasi. 

4.  Siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program bantuan 

keuangan di Desa? 

Semuanya terlibat, saya rasa dengan bantuan 

keuangan infrastruktur desa ini semua terlibat, karena 

pertama dinas-dinas terkait UPD terkait di kabupaten 

itu semuanya ikut terlibat, kedua UPD di kecamatan 

pun ikut terlibat, ketiga di desa pun ikut terlibat 

apalagi masyarakat. Karena sifatnya swakelola, 

masyarakat pun ikut terlibat juga, jadi kalo saya rasa 

kegiatan ini siapa saja yang terlibat, semuanya ikut 

terlibat. 

5.  Apa kriteria dalam menyetujui 

desa sebagai penerima bantuan 

keuangan?  

Kalau kriterianya sih kalau di aturan ya, aturan 

program ini kriterianya yang pertama desa bukan 

kelurahan. Jadi kalau dia sifatnya desa, bukan 

kelurahan masih bisa mengajukan bantuan keuangan 

infrastruktur desa. Itu aja sih kriterianya. 

6.  Bagaimana alur pengajuan 

administrasi dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Alur nya pertama penginputan lewat SIPD namanya, 

ada satu aplikasi yang digunakan oleh kementerian, 

kita gunakan juga, aplikasi ini untuk pengusulan 

perencanaan-perencanaan pembangunan yang ada di 

desa, pembangunan dalam sifat SDM kah, 

infrastruktur kah, semuanya kita usulkan lewai SIPD. 

SIPD ini dari 2 tahun sebelum tahun perencanaan 

tahun berkenan, jadi perencanaannya itu 2 tahun 

sebelum tahun berkenaan. Kalau 2021 berarti, 2020 

awal dia udah mengajukan program ini. Pertama itu, 

kedua setelah munculnya Peraturan Bupati tentang 

penetapan titik lokasi, barulah dia bikin proposal 

permohonan pencairan bantuan keuangan. Proposal 

permohonan pencairan bantuan keuangan 2021 

kemarin tahapannya 40% tahap pertama, tahap 

keduanya 60%. Jadi diselesaikan dulu tahap pertama 

40%, setelah selesai semua sampai tahap administrasi 

dan pelaporan, baru dia mengajukan permohonan 

pencairan tahap kedua 60%, setelah selesai itu semua 



105 
 

baru desa membuat SPJ (Surat Petanggungjawaban) 

administrasi yang 100%. 

7.  Bagaimana Desa Karanggan 

dalam pengumpulan administrasi 

pada pelaksanaan tahun 2021? 

Dari 2021 Alhamdulillah 10 desa sih khususnya bukan 

di desa Karanggan aja. Kalau desa Karanggan sudah 

rapih semua dan kita udah mulai tahap yang ke 2022 

ini. Karena 2022 ini sifatnya harus beres semua 

pengerjaan administrasi ataupun fisik di tahun 2021 

agar bisa pencairan di tahun 2022, jadi desa 

Karanggan untuk tahun 2021 sudah selesai semua 

sampai ke administrasi dan sekarang sedang proses 

yang ke 2022 tahap 2 nya, dan tahap 1 nya sudah 

selesai. Untuk tahun 2021, alhamdulillah lancar semua 

tahap dan sesuai target semua dan di akhir desember 

kemarin selesai semua.  

8.  Apa manfaat adanya program 

bantuan keuangan tersebut bagi 

desa? 

Kalau manfaatnya, kalau menurut saya di desa itu kan 

pertama untuk menuju ekonomi berkembang itu kan 

sarana dan prasarana harus menunjang, nah khususnya 

infrastruktur, infrastruktur pun harus menunjang juga. 

Karena jalur ekonomi itu dilewati dari atas, 

infrastruktur dulu. Jadi pertama kita harus bereskan 

infrastruktur dulu, setelah infrastruktur baru 

sumberdaya manusianya kita tingkatkan gitu, jadi 

manfaat adanya bantuan keuangan infrastruktur des 

aini, saya rasa sih untuk meningkatkan ekonomi, 

pulihnya ekonomi di desa dan peningkatan desa 

mandiri. 

9.  Bagaimana dampak/hasil yang 

telah dicapai dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa yang ada di Desa 

Karanggan? 

Kalau di desa Karanggan, kemarin dengan drainase 

sama dengan peningkatan jalan. Jadi peningkatan 

jalan itu dulu menurut des aitu infonya dari pihak 

warganya pun, jalan yang dilalui dulu itu udah jelek 

banget, jadi dia kan jalan pengubung dari desa Gunung 

Putri ke Desa Karanggan, dulu tidak pernah dilalui 

orang karena jalannya jelek untuk kapasitas lalu 

lalangnya itu udah jelek. Nah sekarang 

kemanfaatannya lebih membaik daripada dulu, jadi 

jalur ekonomi nya sudah terbentuk tinggal bagaimana 

sumberdaya manusianya kita tingkatkan lagi. Dan 

untuk drainase, untuk manfaatnya sebenarnya untuk 

pendampingan jalan juga, karena jalan itu kalau tidak 

ada drainase nya bakal hancur terendam banjir. 
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Makanya di sisi jalan itu kita buatkan drainase, 

kemarin sih analisa teknisnya seperti itu. Jadi 

dampak/hasilnya sih persentasenya menjadi lebih baik 

di jalur yang sudah dibangun dengan bantuan 

keuangan infrastruktur desa.  

10.  Menurut Bapak/Ibu, Apakah desa 

Karanggan sudah sesuai untuk 

diberikan program bantuan 

keuangan tersebut? Alasannya? 

Kriterianya sih masuk di desa, 10 desa di kecamatan 

Gunung Putri tuh masuk, karena di kita belum ada 

kelurahan ya. Tapi kalau untuk pantas atau enggaknya 

diberikan program, kalau bahasa begitu berarti pantas. 

Karena di desa Karanggan itu pertama banyak 

infrastruktur yang masih belum terbangun, kedua 

anggaran BHPRD (Bagian dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah) di desa Karanggan tidak bisa 

mencukupi untuk membangun infrastruktur desa, 

ketiga dana desa nya pun di desa Karanggan kalau 

untuk menyelesaikan infrastruktur di desa Karanggan 

menurut saya belum cukup. Dengan adanya bantuan 

keuangan infrastruktur desa ini, saya rasa untuk 

mempercepat pembangunan. Jadi kalau dinilai dari 

manfaatnya, kriterianya saya rasa sih masuk. 

11.  Bagaimana pemilihan tim 

verifikasi? 

Tim verifikasi itu SK nya dari camat, jadi bantuan 

keuangan infrastruktur des aitu memang di Kabupaten 

Bogor itu secara Peraturan Bupati nya sudah 

dijelaskan bahwa camat sebagai penanggungjawab, 

camat wajib membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi 

tahun 2021 itu ketua tim nya yaitu Pak Sekcam 

(Sekretaris Camat), Sekretarisnya Kasie Ekbang, terus 

anggotanya terdiri dari 3, staf ekbang terus 

pendamping desa, satu lagi UPD terkait yaitu UPT 

jalan jembatan yang namanya Pak Badu, dia ikut serta 

dalam verifikasi. Jadi, ketika tahap penyelesaian 

administrasi pencairan sampai pelaksanaan dan 

pelaporan, tim verifikasi ini semua harus hadir dalam 

berita acara dan verifikasi laporan, benar atau tidak 

laporan itu. Pelaksanaan kita harus hadir juga, benar 

atau tidak dilaksanakan sesuai rancangan anggaran 

biaya, pelaporan harus hadir juga dalam berita acara 

verifikasi laporan, benar atau tidak laporang anggaran 

biaya yang udah direncanakan dengan yang 

dilaksanakan. Jadi tugas kita sebatas itu, kalau untuk 
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penindakan dan lain-lain itu bukan tugas kita, itu nanti 

ada pemeriksaan lebih lanjut lagi oleh inspektorat 

Kabupaten Bogor dan itu sudah dilakukan kemarin. 

Dalam hal ini ada rapat evaluasi setiap tahun setelah 

selesai kegiatan, untuk verifikasi 2 kali, kalau 

inspektorat 1 kali di 100%.Jadi itumah pengumpulan 

administrasi dan fisik semuanya di inspektorat sebagai 

pemeriksa. 
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Hasil Wawancara 3 

Informan Utama 

Kepala Desa Karanggan 

Identitas Informan  

Nama  : Adang 

Jabatan : Kepala Desa Karanggan 

Usia  : 53 Tahun 

Hari/Tanggal : Senin/09 Januari 2023 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa wewenang Bapak sebagai 

pelaksana dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Kalau untuk kewenangan saya tidak terlepas 

mempertanggungjawabkan daripada anggaran-

anggaran sesuai dengan pelaksanaannya. 

Pertanggungjawaban apa yang diberikan harus 

sesuai LPJ.  

2.  Apa tujuan kebijakan bantuan 

keuangan infrastruktur desa di 

Desa Karanggan? 

Tujuan kebijakan ini adalah yang saya prioritaskan 

itu adalah memang berhubungan dengan 

infrastruktur yang tidak tercover dari dana desa, 

karna kalua dari dana desa kemampuan untuk satu 

titik itu bisa 50, tapi untuk program ini kan bisa di 

titik satu sentral satu desa satu miliar dan yang 

paling sedikit pengajuan itu di 200juta. Makanya 

kebijakannya itu saya ambil anggaran-anggaran 

pembangunan di infrastruktur yang tidak tercover 

oleh dana desa.  

3.  Apakah terdapat pengawasan 

dalam pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan pada tahun 

2021 tersebut?  

Pasti pengawasan, karena tidak terlepas, walaupun 

dari saya itu membentuk TPK dalam 

pengawasannya kita tetap harus ikut terjun dala 

pengawasannya. Jangan sampai ada hal-hal yang 

ditemukan tidak sesuai dengan yang sudah 

direncanakan dan pelaksanaannya oleh TPK. 

4.  Apakah Desa Karanggan sudah 

sesuai untuk diberikan program 

bantuan keuangan tersebut? 

Alasannya? 

Bukan sesuai lagi, masih harus. Karena di 

RPJMDes saya selama satu periode itu membuat 

anggaran RPJMDes itu banyak terdapat 

infrastruktur yang memang benar-benar yang tidak 

terhandle dengan anggaran yang berapa persen 

dari dana desa. Jadi dengan adanya program 
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bantuan keuangan ini benar-benar bagi saya 

diharapkan untuk bisa ditindaklanjut terus dan 

Alhamdulillah sampai 2023 pun nanti sudah ada 

verifikasi dan controlling itu bisa masih tetap 

mendapatkan Karanggan itu untuk program 

bantuan keuangan. 

5.  Siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program bantuan 

keuangan di desa Karanggan? 

Dari berawal yang terlibat itu tetap kita ambil dasar 

dari hasil musrenbang yaitu keinginan apa yang 

diprioritaskan menjadi pembangunan 

ditindaklanjuti dengan kemampuan anggaran, 

masuk ke perencanaan bahwa ada dana satu miliar 

itu harus dibagi ke berapa titik dan setelah adanya 

perencanaan tidak terlepas untuk kegiatan setelah 

pencairan pun dan sebelum pencairan pun kita 

bentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) itu yang 

terlibatnya. Dari tim pelaksana kegiatan 

melibatkan daripada untuk mengangkat 

perekonomian warga masyarakat tidak terlepas 

TPK melibatkan warga sekitar untuk mendapatkan 

pekerjaannya, karena sasarannya adalah dengan 

adanya kegiatan tersebut warga sekitar ikut terlibat 

mengangkat perekonomiannya. Nah kerjanya 

diambil singkatnya pekerja nya juga diambil dari 

lingkungan setempat. 

6.  Bagaimana sosialisasi terkait 

program bantuan keuangan ini 

kepada masyarakat desa 

Karanggan? 

Secara sosialisasi nya, kalua kita gampang, dimana 

ada kegiatan-kegiatan besar seperti perayaan hari 

besar islam, perayaan hari-hari besar nasional 

seperti 17 agustus, PHBI, nah itu kita sebarkan 

bahwa ditahun ini Alhamdulillah desa akan 

mendapatkan bantuan keuangan infrastruktur desa 

yang Alhamdulillah kita prioritaskan untuk tahun 

2021 itu drainase dari RW 6,7 dan 8 itu 

menghabiskan dari anggaran tersebut tuh untuk 3 

titik RW. 

7.  Apa kriteria pemilihan tim 

pelaksana kegiatan dalam 

pelaksanaan program ini? 

Kriteria pemilihan TPK ya bahasanya, itu kita 

ambil dari kelembagaan yang memang 

berhubungan dengan pekerjaan LPM, bahkan yang 

kita ambil pun dari ketua LPM, diambil beberapa 

anggota ditambah lagi dari staf perangkat harus 

diambil dari LPM dan juga termasuk yang 
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melibatkan dimana RT RW tersebut kita libatkan 

dari TPK cara pemilihannya. Misalnya ada di 

kadus 2 di RW 6, nah itu kita ambil maka RW 6 

nya harus terlibat dalam TPK tersebut. 

8.  Apa manfaat adanya bantuan 

keuangan bagi desa Karanggan? 

Manfaat bantuan ini jelas-jelas bermanfaat bahkan 

saya bisa mengucapkan terimakasih dan berharap 

ini bisa dilanjut terus karena yang saya bilang tadi 

dengan adanya bantuan keuangan ini banyak 

beberapa pembangunan yang mutlak harus 

dibangun infrastrukturnya tapi tidak mampu 

dibangun dengan anggaran dana desa tapi bisa 

dibangun oleh bantuan keuangan ini yang 

bermanfaat jelas untuk masyarakat dan dirasakan 

juga oleh masyarakat. 

9.  Bagaimana dampak/hasil yang 

telah dicapai dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Kalau secara langsung dampak tersbut sudah 

terasa langsung oleh masyarakat yang berawal 

jujurnya masyarakat, yang tadinya air itu bisa 

sembarangan yang drainase itu dari RW 6,7 

sampai 8 yang tadinya mungkin buang sampah air 

sembarangan, air mengalir kemana-mana, tapi 

dengan adanya bukti dari pembangunan bantuan 

keuangan itu drainase yang rapih airnya jadi tertata 

bukan lagi yang kotor tapi benar-benar drainase 

yang pemanfaatannya adalah buat saluran air 

untuk mengarah dari ketinggian saya pengennya 

itu tepat dan tidak banyaknya saluran air tuh di 

tempat sampah tapi sekarang sudah jelas saluran 

air manfaatnya sudah dirasakan masyarakat itu 

bukan tempat sampah lagi tapi itu benar-benar 

saluran air dengan dibentuknya drainase tersebut. 
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Hasil Wawancara 4 

Informan Utama 

Sekretaris Desa Karanggan 

Identitas Informan  

Nama  : Sobari 

Jabatan : Sekretaris Desa Karanggan 

Usia  : 54 Tahun 

Hari/Tanggal : Senin/09 Januari 2023 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa wewenang Bapak sebagai 

pelaksana dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Dalam posisi saya terkait dengan program bantuan 

keuangan infrastruktur desa fungsi daripada sekretaris 

desa adalah sebagai verifikator jadi memverifikasi data 

yang sudah dibuat berdasarkan RKP dan APBDes. Nah 

nanti setelah tersusun dari RKP itu nah nanti saya yang 

meneliti dan menelaah terkait dengan perbuatan RKP. 

Kalua memang itu dibenarkan nah nanti saya verifikasi 

dan saya langsung tandatangani, itu fungsi dalam hal 

pengawasan pelaksana dalam program bantuan keuangan 

infrastruktur desa. Jadi fungsi saya sebagai verifikator 

data. 

2.  Apakah terdapat pengawasan 

dalam pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan tersebut?  

Dalam hal pengawasan kita ada mengawasi setiap 

kegiatan pembangunan termasuk realisasi masalah 

bantuan selalu kita awasi. Karena memang kalua tidak 

diawasi ini akan sangat rentan, karena memang tugas 

saya terkait dalam pelaksanaan kebijakan bantuan 

keuangan tetap saya awasi dari hal rencana sampai 

dengan realisasi saya tetap awasi.  

3.  Siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program bantuan 

keuangan di desa Karanggan? 

Dalam hal pelaksanaan bantuan keuangan yang terlibat 

pertama adalah kaur perencana, kemudian bendahara, 

kemudian ada LPM (Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat), kemudian terkait pelaksanaan kegiatan di 

lapangan disitu ada yang namanya TPK. Jadi nanti 

semuanya berkolaborasi dalam penentuan mengenai 

masalah mana yang akan direncakan terkait dengan 

program-program kegiatan pembangunan di 

pemerintahan desa. Nah salah satunya adalah termasuk 
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kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu program bantuan 

keuangan infrastruktur desa, dan itu melibatkan TPK dan 

kelembagaannya LPM. 

4.  Bagaimana pengambilan 

keputusan dalam memilih 

prioritas pembangunan di desa 

Karanggan? 

Pengambilan keputusan itu tetap kepala desa ya, 

memutuskan baik perencanaan kemudian untuk 

menentukan siapa sebenernya tim yang nanti akan 

menangani terkait pelaksana kegiatan, ini keputusan dan 

kebijakannya ada di kepala desa. Jadi kepala desa 

membuat rancangan, membuat rapat nanti siapa yang 

akan ditentukan sesuai dengan bahwa kepala desa adalah 

yang membuat kebijakan, nanti setelah itu dituangkan 

melalui Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil 

rapat musyawarah, endingnya pada saat ditentukan ya itu 

tadi yaitu nanti adanya Surat Keputusan Kepala Desa. 

Untuk musyawarah desa yang terlibat ada LPM, kalua 

dari masyarakatnya ya mungkin RT RW dari 

kelembagaan dibawah, yaa RT, RW, kepala dusun 

sebagai perpanjangan dari pemerintahan desa. Jadi 

leading sector nya kita tetap ada di lembaga 

pemberdayaan masyarakat yaitu LPM. 

5.  Apa saja kendala/hambatan 

dalam pelaksanaan program 

ini? 

Sebetulnya kalo dilihat dari berbagai macam kendala, 

mungkin dalam segi pelaporan ya, ada keterlambatan dari 

segi pelaporan. Kalau memang dari program yang telah 

ditentukan dalam teknis dilapangan yaitu cuaca ya seperti 

itu. Jadi kita pun ketika punya estimasi dalam program 

ini bisa selesai berapa hari, tapi dengan kondisi cuaca 

yang tidak memungkinkan jadi akhirnya sempat menjadi 

kendala ya. Jadi artinya kesimpulannya dari segala teknis 

keterlambatan ada di dalam pelaporan dan factor cuaca 

dan keterlambatan kadang-kadang masalah material itu 

sebetulnya, jadi ada tiga factor yang memang menjadi 

kendala terkait dengan program, apabila memang ada 

hambatan. Kebetulan juga dari segi koordinasi antara 

pemerintah desa dengan kelembagaan. Kalau masalah 

pelaporan itu kan karena kondisi desa banyak kegiatan 

yaa ini menjadi kendala di kita, karena memang 

pemerintahan desa sekarang ini fokusnya adalah 

bagaimana kita menyelesaikan terkait dengan 

pelaksanaan pilkades, yaa memang semua program harus 

berjalan karena anggaran sudah diambil dan tetap itu 
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harus dijalankan, cuman ya itu tadi memang banyak 

kendala-kendala seperti itu karena mungkin 

terkonsentrasi jadi terbagi dua gitu jadi tidak terfokus, 

tapi kita berupaya semaksimal mungkin dalam hal segala 

sesuatu yang menyangkut pembangunan apalagi 

menyangkut hajat hidup orang banyak ya masalah 

realisasi pembangunan tetap harus diselesikan karena ini 

merupakan satu tuntutan dari masyarakat. Kalau memang 

sampai tidak terselesaikan dan yang sudah ditentukan 

tidak segera diselesaikan itu akan jadi permasalahan, 

makanya kita tetap ada garis komunikasi dengan pihak 

terutama ini tingkat bawah ini Pak RT nya, bagaimana 

caranya terkait dengan masalah pembangunan harus 

sesuai jadwal yang sudah ditentukan termasuk dengan 

nilai-nilai anggaran karena anggaran memang sudah 

ditentukan satu titik berapa itu sudah ada.  

6.  Apa upaya yang dilakukan 

dalam mengatasi 

kendala/hambatan tersebut? 

Yang jelas kita dalam hal upaya mengatasi hambatan 

adalah komunikasi, jadi jangan sampai terjadi 

miskomunikasi antara pemerintahan desa dengan 

Lembaga, itu sebetulnya yang harus kita munculkan 

adalah tetap menjaga komunikasi antara Lembaga, kalua 

memang sudah tidak ada komunikasi jelas akan timbul 

permasalahan-permasalahan baru , saya rasa seperti itu 

ya.  
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Hasil Wawancara 5 

Informan Utama 

Tim Pelaksana Kegiatan 

Identitas Informan  

Nama  : Ade Jumanta 

Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

Usia  : 37 Tahun 

Hari/Tanggal : Selasa/27 Desember 2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa wewenang anda sebagai 

pelaksana dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Sebagai perencana sekaligus pelaksana, TPK itu 

adalah teknis di lapangan yang mengelola anggaran 

dan juga yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi 

bagaimana menyusun teknis dilapangan itu, 

pekerjanya berjalan seperti apa dan juga membaca 

perencanaan dan pelaksanaan, itu dituang dalam 

gambar. Jadi TPK itu harus tau nih dalam gambarnya 

seperti apa, teknisnya seperti apa, speknya seperti apa 

gitu, begitulah tugas TPK. 

2.  Apa tujuan kebijakan bantuan 

keuangan infrastruktur desa di 

Desa Karanggan? 

Tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa 

Karanggan seperti yang sudah tertuang ya di dalam 

Peraturan Bupati itu, kita selalu dalam pengelolaannya 

itu adalah swakelola. Swakelola itu yang dilaksanakan 

oleh pemerintahan desa dan juga masyarakat, dan juga 

disitu ada padat karya. Jadi kita lebih condong ke 

menggali potensi-potensi yang ada di desa Karanggan 

melalui padat karya. Jadi pekerja dan yang lainnya itu 

hampir 100% diambil dari warga desa Karanggan 

melalui padat karya ini. Kita diaturan itu memang 

dibolehkan dipihak ketigakan atau dikontraktualkan, 

tapi kita tidak pernah menggunakan pihak ketiga atau 

mengkontraktualkan, jadi kita selalu swakelola dan 

dikelola oleh desa sendiri. 

3.  Apakah terdapat pengawasan 

dalam pelaksanaan kebijakan 

bantuan keuangan tersebut? 

Iya, pengawasan itu ada ya. Itu dari internal desa 

sendiri melalui kaur keuangan dan juga sekdes itu 

pengawasan dan juga ada dari pihak kecamatan, dan 

nanti di akhir itu juga ada dari inspektorat dari 
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kabupaten. Nah itulah pengawasan-pengawasan desa 

Karanggan. Jadi, sebenernya kalau dalam suatu hal 

kegiatan yang sudah direncanakan dan juga nanti di 

pelaksanaan. Secara pengawasan sih itu lebih intens di 

kecamatan, nah nanti di akhir itu ada pemeriksaan 

namanya inspektorat gitu. Dan juga ada dari BPKP, 

tapi tidak semua desa diperiksa oleh BPKP itu hanya 

oleh inspektorat biasanya. 

4.  Siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program bantuan 

keuangan di desa Karanggan? 

Hampir semua terlibat ya, stakeholder yang ada di 

desa Karanggan semua terlibat. Dari perencanaan itu 

atau dari awal kita RPJMDes yaitu rencana 

pembangunan desa selama 6 tahun, nah itu adalah 

ajuan-ajuan dari bawah, dari RT, RW, naik ke dusun 

lalu naik ke desa. Nanti dari RPJMDes itu ada yang 

namanya RKP yaitu rencana pembangunan untuk satu 

tahun. Setelah RKP baru di Perdes kan APBDes Desa 

Karanggan. Jadi semua terlibat di dalam 

pembangunan ini, bahkan masyarakat pun terlibat 

Ketika pelaksanaan, karena pekerja itu dari warga 

desa Karanggan  

5.  Organisasi/Dinas apa saja yang 

terlibat dalam pelaksanaan 

program ini? Apa perannya? 

Organisasi ya TPK yang terlibat yang mengelola itu 

TPK. Kalo dari Dinas itu desa, kecamatan, DPMD. 

Kalau jalan desa itu memang kita kan setelah 

perencanaan persetujuannya itu dari PUPR, dari RAB 

itu harus ditandatangani oleh PUPR tapi saat 

pelaksanaan itu tidak terlibat.  

6.  Bagaimana proses perencanaan 

anggaran untuk mendapatkan 

bantuan keuangan infrastruktur 

desa? 

Perencanaan itu ada RPJMDes, RKP dan APBDes. 

Dana yang turun ke des aitu sudah tiap tahun seperti 

itu, jadi Cuma nominalnya aja yang diubah, itu 

pertama ada pagu indikatif dan nanti ada pagu 

definitif. Itu tidak seperti bantuan keuangan yang lain, 

kalau dana des aitu memang pagu nya itu sudah 

ditentukan. Misalnya dana yang diberikan itu 1M, nah 

itu nanti dana yang akan dikelola oleh desa dan itupun 

tidak terlepas dari perpres dan Peraturan Bupati. Dan 

untuk perencanaan sendiri itu pertama melalui musdus 

(musyawarah dusun), setelah musdus baru kita naik ke 

musdes (musyawarah desa), nanti ditetapkan melalui 

musrenbang, dan di musrenbang ini mana yang 

dikelola oleh desa, mana yang oleh kabupaten. Kalau 
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misalnya yang dibiayai oleh desa misalnya jalan desa. 

Jadi secara musrenbang itu bisa memilah-milah mana 

kewenangan desa, mana kewenangan kabupaten dan 

mana kewenangan pusat. 

7.  Bagaimana pengambilan 

keputusan dalam memilih 

prioritas pembangunan di desa 

Karanggan? 

Mengambil prioritas, ada musdus dimana masing-

masing dusun mengajukan dan nanti di musdes lah 

kita tentukan Bersama melalui musyawarah mufakat 

yah, nanti di musrenbang baru kita APBDes kan gitu. 

Setelah sepakat semua mana yang dijadikan skala 

prioritas dan juga sebelum menentukan itu dari 

pemerintahan desa pun biasanya mengecek ke 

lapangan, benar atau tidak. Dan untuk drainase yang 

dijadikan prioritas pembangunan karena prioritas 

utama di RPJMD, karena dana untuk drainase itu 

cukup besar itu sekitar 700juta, kalau kita 

menggunakan dana des aitu habis dan untuk kegiatan 

yang lain tidak ada. Nah kalau kita menggunakan dana 

desa yang lain itu kita tidak sanggup, karena kegiatan-

kegiatan yang lain akan tersendat, jadi kebenaran ini 

ada program bantuan keuangan infrastruktur desa dan 

sesuai dengan RPJMDes kami yang tahun 

sebelumnya, inilah menjadi skala prioritas gitu karena 

lumayan panjang yaitu 700meter lebih dan kiri kanan 

hampir 1400meter gitu. 

8.  Apa saja kendala/hambatan 

dalam pelaksanaan program ini? 

Hambatan pertama yaitu dari kebijakan ya, kebijakan 

diatas misalkan dalam menyusun Peraturan Bupati itu 

agak sedikit, ya mungkin kalau di awal tahun di 

januari itu sudah turun Peraturan Bupatinya kita sudah 

bisa eksekusi di desa, itulah permasalah di atas ya. 

Yang kedua, mungkin sudah tau lah iklim di Indonesia 

seperti apa, yang seperti saat ini kita lebih ke masalah 

ini ya alam, seperti hujan. Ya itu ajalah kendala-

kendala nya seperti itu. Kalau secara di lapangan 

memang tidak ada masalah, Ketika dana ada kita ke 

lapangan. Untuk pekerja dan TPK kita tidak ada 

masalah cuman masalah itu hujan dari pagi sampai 

sore itu menjadi kendala juga, harusnya 1 minggu 

selesai atau 2 minggu selesai, bisa sampai 1 bulan. Itu 

juga menambah kas kita buat pekerja, itu kendalanya.  
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9.  Apa upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi kendala/hambatan 

tersebut? 

Yaa kalau upaya dalam kendala alam sih ya kita 

memajukan mulai, misal jam kerjanya kita majukan, 

memang di aturan tu tidak ada aturannya yah, tapi 

biasanya kan jam 8 mulai, kita majukan jam 7. Jadi 

dengan ini mudah-mudahan di pagi hari tidak hujan, 

yaa kita biasanya jam kerja nya kita ubah. Bahkan 

sampai malam pun biasanya kita kerjakan. 

10.  Apa kriteria pemilihan warga 

yang dapat terlibat dalam 

pelaksanaan program ini? 

Kriteria nya kalau diPeraturan Bupati padat karya itu 

sudah jelas yang miskin/tidak mampu atau yang 

terkena dampak pandemic itu yang diutamakan, itulah 

yang menjadi kriteria kita. Dan untuk keahlian kita ada 

2 ya, kalau disini ada tukang kerja atau kenek ya, itu 

udah kita bagi 2, tukang siapa, pekerja siapa. Kalau 

tukang kan itu butuh keahlian khusus, kita tidak bisa 

sembarangan, tapi untuk pekerja itukan memang tidak 

harus memiliki keahlian khusus tapi memiliki 

keinginan untuk bekerja bahkan yaa mungkin tenaga 

nya lah yang dibutuhkan. 

11.  Bagaimana alur pengajuan 

administrasi dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Untuk alurnya itu pertama RPJMDes selama 6 tahun, 

kedua RKP, ketiga nanti setelah RKP di APBDes kan 

yaitu ada APBDes indikatif dan ada APBDes 

perubahan. Karena APBDes indikatif itu masih 

anggaran pagu belum di Peraturan Bupati kan. Jadi 

diakhir tahun itu kita membuat anggaran yang tahun 

akan datang itu hanya sebatas pagu indikatif 1miliar 

misalnya, nanti realnya itu setelah Peraturan Bupati 

turun. Kalau alurnya itu tetap dari bawah dulu, bahkan 

untuk program ini itu pengajuan proposal itu 1 tahun 

sebelumnya baru terealisasi. Tahun 2021 berarti 

proposalnya di tahun 2019 dan pagunya baru bisa 

turun di tahun 2021. 

12.  Apa manfaat adanya bantuan 

keuangan bagi desa Karanggan? 

Itu sangat luar biasa dampaknya ya, terutama dari 

masyarakat contoh yang drainase itu kan udah puluhan 

tahun tidak terbangun, jadi setelah kita bangun, 

masyarakatpun tidak khawatir jika hujan besar, karena 

ketika hujan besar itu masyarakat yang di pinggir-

pinggir drainase itu khawatir karena rumahnya atau 

tanahnya bisa longsor atau seperti apa. Dengan adanya 

drainase batu kali di RW 06,07,08 itu jadi bisa 

penahan tanah juga dan juga aliran airnya langsung 
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gitu tidak ada hambatan apapun, dampaknya sangat 

luar biasa buat desa Karanggan.  

13.  Bagaimana dampak/hasil yang 

telah dicapai dalam pelaksanaan 

program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Iya dampaknya itu tadi ya, kalau drainase itu aliran 

nya lebih tidak tersendat dan juga tanah warga itu 

tidak akan terkikis oleh air hujan ya atau longsor karna 

sudah dipadatkan. Kalau untuk jalan desa itu 

perekonomian warha desa Karanggan itu akan lebih 

cepat, karena awalnya tanahnya masih tanah merah ya, 

itukan Ketika masyarakat mau bekerja atau mau ke 

sekolah atau mau ke pasar dengan itu kan akan 

terhambat ya, tapi dengan betonisasi, infrastruktur 

desa Karanggan menjadi lebih lancar dan yang bekerja 

jadi lebih cepat, yang sekolah jadi lebihcepat dan yang 

mau ke pasar pun jadi lebih mudah dan cepat. Itu 

dampaknya sangat luar biasa. Dan jalan tersebut juga 

akses ke gunung putri. 
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Hasil Wawancara 6 

Informan Pendukung 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

Identitas Informan  

Nama   : Khoirul  

Pekerjaan/Jabatan : - 

Usia   : 47 Tahun 

Hari/Tanggal  : Senin/20 Februari 2023 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah LSM melakukan pengawasan 

dalam pelaksanaan kebijakan bantuan 

keuangan tersebut? 

 

Iya, kami mengawasi pelaksanaan 

pembangunan di desa Karanggan untuk tahun 

2021 itu. 

2.  Bagaimana Desa Karanggan dalam 

melaksanakan kebijakan bantuan 

keuangan infrastruktur Desa? 

 

Berdasarkan pantauan di lapangan itu, 

pengerjaan saat pembangunan drainase itu 

terlihat tidak profesional ya karena 

seharusnya kalau memang pengerjaanya 

bagus dan berpengalaman, itu harus 

dibendung dulu. Dibendung dari hulu aliran, 

supaya nantinya bisa maksimal, tapi ini 

nggak. Melihat dari besaran anggaran biaya 

pada pagu anggaran pun pelaksana 

mengedepankan mutu dan kualitas dalam 

jangka panjang. Ini supaya manfaat untuk 

masyarakat sekitar sangat besar. 

3.  Bagaimana koordinasi antara LSM 

dengan pemerintah desa? 

Untuk koordinasi saat itu kurang baik ya, 

karna saat kita lakukan pengawasan ternyata 

banyak ditemui masalah seperti yang sudah 

dijelaskan tadi. Karena kita ingin ada 

transparansi  dalam  penggunaan  biaya  agar 

tidak ada ketimpangan atau penyelewengan 

yang terjadi ya. Apalagi anggaran ini sangat 

besar nilainya  dan programnya juga  jadi 

pusat perhatian saat itu karena baru. Jadi yaa 
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itu, saat kita pantau pelaksanaan bantuan 

keuangan di desa Karanggan pada tahun 

2021 itu, hubungan kita memang saat itu 

kurang baik dan dari desa nya pun tidak ada 

komunikasi. 
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Hasil Wawancara 7 

Informan Pendukung 

Masyarakat (Yang Ikut Berpartisipasi) 

Identitas Informan  

Nama   : Salih 

Pekerjaan/Jabatan : - 

Usia   : 53 Tahun 

Hari/Tanggal  : Rabu/28 Desember 2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana anda mengetahui adanya 

program bantuan keuangan desa? 

Awal itu dikasih tau pihak desa, terus 

kumpul dirapatin dulu, dikasih tau kerja, gaji 

sekian, tukang sekian. 

2. Apa manfaat adanya bantuan keuangan 

bagi anda? 

Bermanfaat sekali, sangat membatu. Yaa 

kata kasarnya mah daripada bengong 

dirumah ga kerja yaudah. Kalau masalah 

gaji, kita digaji perhari cepe (100ribu), kalau 

tukang 130ribu. 

4.  Apa harapan Bapak/Ibu selaku masyarakat 

dengan adanya program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Semoga lebih bagus lagi, yaa kata orang 

bodoh mah jangan korupsi lah, kan kalau 

korupsi mah ke karyawannya jadi macet, 

kalau korupsinya dari atas. Kan kalau dari 

atasnya jujur, dana juga ngalirnya lancar. 
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Hasil Wawancara 8 

Informan Pendukung 

Masyarakat  

Identitas Informan  

Nama   : Sularso 

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta dan Ketua RT 

Usia   : 50 Tahun 

Hari/Tanggal  : Rabu/28 Desember 2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui 

program bantuan keuangan infrastruktur 

desa?  

Iya, kalua mengetahui program ini dari 

pemerintah desa Karanggan, itu ada 

sosialisasi rapat di desa lalu tingkat 

kecamatan. 

2.  Apakah desa Karanggan sudah sesuai 

untuk diberikan program bantuan 

keuangan tersebut? Alasannya? 

Untuk bantuan sangat tepat, karena 

kebetulan di Desa Karanggan salah satunya 

sangat membutuhkan drainase, karena 

saluran atau drainase ini sudah 

penyempitan dan apabila tidak 

dilaksanakan akan tergerus air karna sangat 

deras kalau hujan. 

3.  Apa manfaat adanya bantuan keuangan 

yang dialokasikan untuk pembangunan 

drainase dan jalan desa bagi anda? 

Sangat bermanfaat, salah satunya mencegah 

banjir dan itukan dari pemerintah untuk desa 

Karanggan yaa makanya itu sangat 

diperlukan anggaran itu. 

4.  Bagaimana dampak/hasil yang telah 

dicapai dalam pelaksanaan program 

bantuan keuangan infrastruktur desa? 

Alhamdulillah setelah dilaksanakan 

pemasangan drainase hasilnya sangat bagus, 

salah satunya bisa menjaga kebersihan 

lingkungan, saluran bisa rapih, dampaknya 

sangat banyak. 

5.  Apa harapan Bapak/Ibu, selaku masyarakat 

dengan adanya program bantuan keuangan 

infrastruktur desa? 

Harapan kami semoga ini dapat 

berkelanjutan, dan salah satunya untuk 

kemajuan desa Karanggan dengan 

khususnya kemajuan warganya. 
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Lampiran 4 Dokumentasi 

1. Wawancara dengan Bapak Harif Wahyudi selaku Kasi Sapras di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

 

2. Wawancara dengan Bapak Aby Condro Angkoso selaku Pelaksana 

Ekbang dan Tim Verifikasi di Kecamatan Gunung Putri 

 

3. Wawancara dengan Bapak Adang selaku Kepala Desa Karanggan 
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4. Wawancara dengan Bapak Sobari selaku Sekretaris Desa Karanggan 

 

 

5. Wawancara dengan Bapak Ade Jumanta selaku Tim Pelaksana Kegiatan 

Desa Karanggan 

 

 

 

6. Wawancara dengan Bapak Salih selaku Mayarakat yang ikut terlibat 

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karanggan 
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7. Wawancara dengan Bapak Sularso selaku Masyarakat sekaligus Ketua RT 

01 RW 07 di Desa Karanggan 

 

 

 

 

8. Proses Pelaksanaan Pembangunan Drainase 
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Lampiran 5 RAB Drainase 

RINCIAN ANGGARAN BIAYA 

 
 

Provinsi 

Kabupaten 

: Jawa Barat 

: Bogor 

Lokasi 

Jenis Kegiatan 

: RW 08, RW 07, RW 06 

: Drainase Batu Kali 

Kecamatan : Gunungputri Ukuran : P = 300 m, L = 2 m, T = 1,5 m 
   P = 400 m, L = 1 m, T = 0,7 m 

 

 
Uraian 

Volume  
Satuan 

 

Kode 

Kategori 

 

Harga 

Satuan (Rp.) 

Sumber Dana  
Total (Rp.) 

Total 
Dari 

Swadaya 

Dari 

APBD 

Swadaya 

(Rp.) 
APBD (Rp.) 

I. BAHAN          

 1. Batu kali 728,0  728,0 m³  368.000  267.904.000 267.904.000 

 2. Kayu kaso 4/6 12,0  12,0 Btg  69.000  828.000 828.000 

 3. Kayu papan 20,0  20,0 Lbr  40.000  800.000 800.000 

 4. Paku biasa 20,0  20,0 kg  20.000  400.000 400.000 

 5. Pasir Pasang 244,0  244,0 m³  379.500  92.598.000 92.598.000 

 6. Pasir Urug 102,0  102,0 m³  280.000  28.560.000 28.560.000 

 7. Semen Portland 1520,0  1520,0 zak  63.250  96.140.000 96.140.000 

 8. Besi Ø10 50,0  50,0 Btg  70.000  3.500.000 3.500.000 

 9. Kawat Bendrat 20,0  20,0 Kg  30.000  600.000 600.000 

10 Pipa 4" 40,0  40,0 Btg  100.000  4.000.000 4.000.000 

11 Benang 52,0  52,0 Roll  10.000  520.000 520.000 

           

Sub Total I  495.850.000 495.850.000 

II. ALAT          

 1. Cangkul 6,0  6,0 bh  85.000  510.000 510.000 

 2. Selang 100,0  100,0 m'  10.000  1.000.000 1.000.000 

 3. Sendok Tembok 10,0  10,0 bh  20.000  200.000 200.000 

 4. Meteran 5,0  5,0 bh  25.000  125.000 125.000 

 5. Ember 21,0  21,0 bh  15.000  315.000 315.000 

 6. Linggis 5,0  5,0 bh  80.000  400.000 400.000 

 7. Sepatu Boot 20,0  20,0 bh  100.000  2.000.000 2.000.000 

 8. Sarung Tangan 10,0  10,0 Dus  30.000  300.000 300.000 

           

Sub Total II  4.850.000 4.850.000 

           

III. UPAH          

 1. Pekerja 865,0  865,0 Hok  130.000  112.450.000 112.450.000 

 2. Tukang 305,0  305,0 Hok  170.000  51.850.000 51.850.000 

           

Sub Total III  164.300.000 164.300.000 

           

IV. BIAYA OPERASIONAL (5%)          

 1. Survey Awal Penentuan Titik 1,0  1,0 ls  2.000.000  2.000.000 2.000.000 

 2. Pembuatan DED 1,0  1,0 ls  5.000.000  5.000.000 5.000.000 

 3. Honor TPK          

 Ketua 22,0  22,0 Hr  225.000  4.950.000 4.950.000 

 Sekretaris 22,0  22,0 Hr  175.000  3.850.000 3.850.000 

 Bendahara 22,0  22,0 Hr  150.000  3.300.000 3.300.000 

 Anggota 88,0  88,0 Hr  125.000  11.000.000 11.000.000 

 4. Papan nama proyek 3,0  3,0 bh  300.000  900.000 900.000 

 5. Prasasti mamer 2,0  2,0 bh  500.000  1.000.000 1.000.000 

 6. Pelaporan (termasuk Foto copy) 1,0  1,0 ls  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

 7. Atk (Alat tulis kantor) 1,0  1,0 ls  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

 8. Dokumentasi 1,0  1,0 ls  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

           

Sub Total III  35.000.000 35.000.000 

TOTAL BIAYA  700.000.000 700.000.000 

 

SUMBER DANA 
 APBD 700.000.000 

SWADAYA  

GRAND TOTAL 700.000.000 

 

Karanggan, 28 Mei 2021 

Dibuat oleh, 

Tim Pengelolaan Kegiatan 

 
 
 

 
ADE JUMANTA, ST 

 

Diperikasa, 

1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT    

2. PDTI/TENAGA AHLI INFRASTRUKTUR KAB.        

Diketahuai, 
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Lampiran 6 RAB Jalan Desa 

RINCIAN ANGGARAN BIAYA 
 
 

Provinsi 

Kabupaten 

: Jawa Barat 

: Bogor 

Lokasi 

Jenis Kegiatan 

: RT 02, RW 03 

: Jalan Desa 

Kecamatan : Gunungputri Ukuran : P = 800 m, L = 2,7 m, T = 0,1 m 

 

 
Uraian 

Volume  
Satuan 

Kode 

Kategori 

Harga 

Satuan (Rp.) 

Sumber Dana  
Total (Rp.) 

Total 
Dari 

Swadaya 

Dari 

APBD 

Swadaya 

(Rp.) 
APBD (Rp.) 

I. BAHAN          

 1. Beton Ready Mix K-250 220,0  220,0 m3  745.000  163.900.000 163.900.000 

 2. Pasir Urug 48,0  48,0 m3  380.000  18.240.000 18.240.000 

 3. Papan Terentang 50,0  50,0 lmbr  40.000  2.000.000 2.000.000 

 4. Kaso 6/12 50,0  50,0 Btg  80.000  4.000.000 4.000.000 

 5. Paku 25,0  25,0 Kg  20.000  500.000 500.000 

 6. Plastik Cor 90,0  90,0 Kg  25.000  2.250.000 2.250.000 

           

Sub Total I  190.890.000 190.890.000 

           

II. ALAT          

 1. Sewa Grobag 8,0  8,0 hari  250.000  2.000.000 2.000.000 

 2. Sewa Mobil Picup 8,0  8,0 hari  1.000.000  8.000.000 8.000.000 

 3. Ember 56,0  56,0 bh  15.000  840.000 840.000 

 4. Benang 27,0  27,0 bh  10.000  270.000 270.000 

 5. Sekop 10,0  10,0 bh  100.000  1.000.000 1.000.000 

           

Sub Total II  12.110.000 12.110.000 

           

III. UPAH          

 1. Pekerja 500,0  500,0 Hok  130.000  65.000.000 65.000.000 

 2. Tukang 100,0  100,0 Hok  170.000  17.000.000 17.000.000 

           

Sub Total III  82.000.000 82.000.000 

           

IV. BIAYA OPERASIONAL (5%)          

 1. Survey Awal Penentuan Titik 1,0  1,0 ls  2.000.000  2.000.000 2.000.000 

 2. Pembuatan DED 1,0  1,0 ls  5.000.000  5.000.000 5.000.000 

 3. Honor TPK          

 Ketua 4,0  4,0 Hr  225.000  900.000 900.000 

 Sekretaris 4,0  4,0 Hr  175.000  700.000 700.000 

 Bendahara 4,0  4,0 Hr  150.000  600.000 600.000 

 Anggota 16,0  16,0 Hr  125.000  2.000.000 2.000.000 

 4. Papan nama proyek 1,0  1,0 bh  300.000  300.000 300.000 

 5. Prasasti mamer 1,0  1,0 bh  500.000  500.000 500.000 

 6. Pelaporan (termasuk Foto copy) 1,0  1,0 ls  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

 7. Atk (Alat tulis kantor) 1,0  1,0 ls  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

 8. Dokumentasi 1,0  1,0 ls  1.000.000  1.000.000 1.000.000 

           

Sub Total III  15.000.000 15.000.000 

TOTAL BIAYA  300.000.000 300.000.000 

 

SUMBER DANA 
 APBD 300.000.000 

SWADAYA  

GRAND TOTAL 300.000.000 

 

Diperikasa, 

1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT    

2. PDTI/TENAGA AHLI INFRASTRUKTUR KAB.    

Diketahuai, 

Karanggan, 28 Mei 2021 

Dibuat oleh, 

Tim Pelaksana Kegiatan 

ADE JUMANTA, ST 
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Lampiran 7 Hasil Turnitin 
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